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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan, Pertama, untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan. Kedua, 

untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan PBB sektor perkotaan 

terhadap total penerimaan PBB serta kontribusi PBB (setelah dilakukan bagi hasil) 

terhadap penerimaan Kota Palembang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kuantitaif 

digunakan untuk melihat bagaimana hubungan masing-masing variabel terikat dan 

variabel bebas dengan menggunakan perhitungan matematis dan regresi. Analisis 

kualitatif deskriftif digunakan untuk menjelaskan data pada tabel dan pemecahan 

permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, dari 

ketiga variabel yang diduga berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan sektor perkotaan di Kota Palembang, hanya variabel Produk Domestik 

Regional Bruto yang berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan pajak tersebut. 

Sedangkan variabel Objek Pajak dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara 

nyata. Kedua, rata-rata kontribusi yang diberikan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan sektor perkotaan terhadap total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

selama 1993/1994 sampai dengan 2003 adalah sebesar 40,95 persen, sedangkan 

kontribusi penerimaan PBB (setelah dilakukan bagi hasil) terhadap terhadap 

penerimaan Kota Palembang selama 1993/1994 sampai dengan 2003 relatif 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata kontribusi selama kurun 

waktu tersebut adalah sebesar 33,21 persen.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001 dan ditandai dengan 

keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat 

dan Daerah. Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah memberikan ruangan bagi 

daerah dalam bentuk hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri.

Misi utama dari kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal,

yang menghasilkan dua manfaat nyata. Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, 

prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong hasil 

pembangunan diseluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif 

melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintahan yang 

lebih rendah (Mardiasmo; 2002:V).

Secara lebih khusus lagi, inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah 

terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan 

sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka 

mengembangkan dan memajukan daerahnya (Ismail; 2003:4).



undang-undang tersebut menjadi dasar bagi daerah dalam 

melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab. Tentu saja dalam 

pelaksanaanya, otonomi daerah tidak dilaksanakan secara sebebas-bebasnya. Undang- 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 10 

ayat 3, menegaskan bahwa urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, 

yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal 

nasional, dan agama.

Makin luas otonomi yang diberikan (dan diterima baik oleh suatu daerah), 

makin besar tanggung jawab daerah dan tentu saja juga makin besar biaya 

penyelenggaraannya. Itulah sebabnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 

menyertai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 

1999 mengatur pajak-pajak apa yang mulai harus dilimpahkan kepada daerah baik 

dalam pemungutannya maupun dalam perolehan dan pemanfaatannya, serta diatur 

pelimpahan dan pembagian hasil pemungutan pajak tertentu seperti hasil tambang, 

hutan, perikanan, dan pajak bumi dan bangunan (Mubyarto; 2001:14).

Bertolak dari semua hal di atas, maka makin luas otonomi yang diberikan 

kepada daerah, makin besar pula sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan daerah, 

karena salah satu ciri kemampuan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi 

ditentukan oleh kemampuan daerah di bidang keuangan daerah.

Sejalan dengan adanya kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah harus 

dapat menggali dan memanfaatkan sumber keuangan yang dimilikinya untuk

Kedua
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pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraanmemenuhi kebutuhan

pemerintahannya.

Beberapa sumber keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Dana Perimbangan.

3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber keuangan inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah, karena

sumber-sumber keuangan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam

otonomi daerah dan juga menjadi tolak ukur kemampuan daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahannya.

Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya keuangan 

disamping mengefektifkan dan mengintensifkan sumber yang telah ada tersebut 

ataupun dengan menggali potensi keuangan daerah, sehingga dapat menjamin 

pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Salah satu kota di Indonesia yang terus melaksanakan pembangunan adalah 

Kota Palembang. Palembang merupakan kota terbesar di Propinsi Sumatera Selatan 

dan juga sekaligus merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan. Kota ini memiliki 

potensi keuangan yang relatif besar untuk dikembangkan di era otonomi daerah.

Adapun komponen sumber keuangan daerah di Kota Palembang selama kurun 

waktu 1993/1994 sampai dengan 2003 dapat dilihat pada Tabel 1.1

3



Sementara itu Jumlah Penduduk juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak 

daerah. Dengan adanya pertambahan penduduk, akan meningkatkan permintaan 

terhadap bumi dan bangunan, melalui peningkatan permintaan terhadap tanah untuk 

bangunan dan apabila penawarannya tetap, maka akan meningkatkan nilai jual objek 

pajak bumi dan bangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memfokuskan penelitian mengenai 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan di Kota Palembang serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaannya.

/

\

i

i

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan

masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor perkotaan di Kota Palembang.

2. Berapa besar kontribusi yang diberikan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan sektor perkotaan terhadap total penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan serta berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan terhadap penerimaan Kota Palembang.
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Jumlah Objek yang dikenai pajak, Produk Domestik 

Regional Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan sektor perkotaan di Kota Palembang.

2. Mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan sektor perkotaan terhadap total penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan serta kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap penerimaan Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

a. Memberikan gambaran tentang potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota 

Palembang.

b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Palembang, khususnya Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam perumusan kebijakan-kebijakan 

pengelolaan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan 

terhadap masyarakat.

c. Memberikan informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat 

dijadikan acuan bagi bagi penentuan kebijakan selanjutnya.

10
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